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ABSTRAK 

PELAKSANAAN PENGIKATANN JAMINAN GADAI DEPOSITO 

BERJANGKA PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. MANDIRI 

KANTOR CABANG PEMBANTU PALEMBANG KANTOR WILAYAH II 

ANANDA NURHAYATI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengikatan 

jaminan gadai deposito berjangka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan untuk 

mengetahui penyelesaian terhadap debitur yang melakukan wanprestasi. Penelitian 

ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang 

mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian 

yaitu deskriptif analisis. Lokasi penelitian dilakukan di PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk . Mandiri Kantor Cabang Pembantu Palembang Kantor Wilayah II. Metode 

pengumpulan data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Analisa data 

menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa 

pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka pada PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. yakni dengan lima tahapan yaitu : Tahap pertama dengan melakukan 

pengikatan kredit sebagai perjanjian pokok. Tahap kedua yaitu pengikatan deposito 

dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan 

pihak bank. Tahap ketiga, penyerahan bilyet deposito berjangka yang dijaminkan 

kepada pemegang gadai, dalam hal ini pihak bank. Tahap keempat pemilik deposito 

berjangka/pemberi gadai memberikan kuasa kepada pemegang gadai/ pihak bank 

untuk melakukan pencairan deposito berjangka dalam hal pemilik deposito 

berjangka/pemberi gadai wanprestasi. Tahap kelima kreditur selaku penerima gadai 

deposito berjangka akan melakukan pemblokiran atas deposito tersebut sesuai 

dengan jangka waktu perjanjian kreditnya. Penyelesaian yang dilakukan oleh PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk. apabila debitur melakukan wanprestasi adalah PT. 

Bank Mandiri akan mengirimkan surat peringatan pertama hingga surat peringatan 

ketiga dengan jeda masing-masing antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu. 

Apabila sampai surat peringatan ketiga debitur masih tetap melakukan wanprestasi, 

maka dana deposito tersebut akan dicairkan oleh bank untuk melunasi seluruh 

kewajiban debitur. Implikasi Teoritis, adanya kepastian dan keseragaman hukuk bagi 

kreditur dan debitur dengan dibuatnya akta pengikatan jaminan deposito berjangka 

secara notariil terhadap deposito berjangka yang mempunyai nilai kredit dan nilai 

deposito yang besar, sedangkan implikasi praktisnya, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan rujukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada khususnya dan oleh 

dunia perbankan pada umumnya dalam pelaksanaan pengikatan jaminan gadai 

deposito berjangka. 

 

Kata Kunci : Pengikatan, Jaminan Gadai, Deposito Berjangka 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-

kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam 

masyarakat.  Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. Lembaga keuangan pada umumnya dan 

lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin 

penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. 

Lembaga Perbankan adalah Lembaga Keuangan yang menjadi 

perantara anatara pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) 

dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (lacks of funds), tentu 

membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan usaha atau 

operasionalnya. Bank adalah “lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi 

orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik 

Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang 

dimilikinya”.1 

                                                                  
1 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2009, hal 18 
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Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  

tentang  Perbankan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum 

adalah sebagai  berikut : 2 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu; 

b. Memberikan kredit; 

c. Memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 

Dalam neraca bank pada sisi aktiva, kredit merupakan aktiva produktif 

yang terbesar dan memberikan pendapatan yang paling besar dibanding aktiva 

produktif lainnya. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga. Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari risiko 

kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Dalam kondisi 

sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, risiko kredit macet tidak 

dapat dihindari.3 

Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari risiko kerugian. 

Kredit berkaitan erat dengan jaminan. Hal ini diatur secara umum dalam Pasal 

1131 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa : “Segala kebendaan si berhutang 

yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang 

akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 

perseorangan”. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dalam rangka pemberian 

kredit perbankan terkait dengan penyerahan jaminan kredit oleh (calon) debitur 

kepada bank. Secara umum jaminan kredit perbankan dapat dikelompokkan 

                                                                  
2 Martono, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain. Ekonisia, Yogyakarta, 2002, hal 20 
3 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 113 
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menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud dan 

benda tidak berwujud. 

Deposito berjangka merupakan istilah yang dipakai pada Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1998, memakai istilah deposito saja, yang 

pengertiannya adalah “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. 

Dalam praktek kita mengenal adanya deposito berjangka dan sertifikat 

deposito”.4 

Deposito yang dijadikan jaminan termasuk dalam jaminan benda 

bergerak yang tidak berwujud, sehingga dapat dibebani hak gadai. Terhadap 

gadai atas benda bergerak tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam 

KUHPerdata dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Menurut Pasal 1150 

KUHPerdata gadai dirumuskan sebagai berikut: 

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas 

suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau 

oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si 

berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara 

didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian 

biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk 

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang 

harus didahulukan. 

                                                                  
  4 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2010, hal 294. 
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Di sisi bank, sumber dana deposito berjangka ini digolongkan sebagai 

dana mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Namun keuntungannya 

bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang 

tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang 

relatif panjang dan frekuensi penarikan yang juga jarang. Dengan demikian 

bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk 

keperluan penyaluran kredit.5 

Deposito dapat dijadikan jaminan kredit bank didasarkan atas 

penilaian-penilaian yaitu :  

1. Proses cepat. Prosesnya cepat karena prosedur pengajuan mudah dan 

syarat yang ditentukan oleh bank tidak terlalu sulit, misalnya bank tidak 

memerlukan banyak waktu dalam menganalisis jaminan debitur karena 

jaminannya telah diketahui oleh bank dan berada dipengawasan bank. 

Meskipun dalam pemberian kredit dengan jaminan deposito ini, dapat 

dikatakan aman dan telah dilakukan analisis sebelumnya, namun 

kemungkinan pengembaliannya nanti mengalami kesulitan bahkan 

kemacetan selalu ada.  

2. Mempunyai alasan bisnis atau dapat disebut juga memenuhi salah satu 

syarat ekonomis karena dengan memberikan kredit, bank akan 

mendapatkan keuntungan dari bunga yang dibebakan atas pinjaman yang 

diberikan kepada debitur, yaitu adanya pertambahan nilai di kemudian hari 

akibat pemberian bunga tersebut. 

3. Aman karena memenuhi syarat yuridis yaitu diketahui benar mengenai 

kepemilikannya dan secara fisik jaminannya berupa bilyet deposito 

dikuasai oleh bank, dan disimpan dalam bank.  

4. Selain itu simpanan deposito nasabah di bawah pengawasan dan 

pemantuan pihak bank secara langsung, sehingga bank dapat memantau 

dan mengamankan kredit apabila debitur wanprestasi. 6 

Dari sekian banyak produk perbankan, kredit lebih menarik untuk 

diteliti dikarenakan produk perbankan inilah yang sering terjadi permasalahan. 

                                                                  
5 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Alumni, Bandung, 2008, hal 8. 
 6 Sembiring, Sentosa, Hukum Perbankan, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 18. 
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Sering kali kredit yang diketahui menggunakan jaminan kebendaan, yaitu 

tanah, rumah, mobil, namun masyarakat Kota Palembang jarang yang 

mengetahui bahwa kredit juga dapat menggunakan jaminan deposito berjangka 

dari debitur. Oleh karena itu penulis mencoba membahas masalah kredit 

dengan jaminan deposito berjangka. 

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang 

Penilaian Kualitas Aktiva  Bank  Umum,  mengenai aspek  pemberian  jaminan 

satu  perkembangan  yang  cukup positif  dalam  praktek  belakangan  ini  adalah 

pemberian  jaminan  dalam  bentuk  deposito. Sedangkan jenis  deposito  yang  

dapat  dijadikan  jaminan  kredit harus  bersifat Authomatic  Roll  Over  (ARO).  

Khusus  untuk  deposito  berjangka  dapat dijadikan  jaminan  kredit  

dengan syaratnya  yaitu Bilyet  deposito  diterbitkan  oleh  Bank. Jangka waktu 

deposito sama dengan jangka waktu kredit, maksimal kredit yang diterbitkan 

70-80  %  dari  nilai  nominal  deposito  berjangka, mata  uang  deposito  sama 

dengan  valuta mata  uang  kredit, Asli  bilyet  deposito  disimpan di bank di 

beri stempel “dijaminkan” dan dilembar bilyet deposito sebaliknya setelah 

ditanda tangani oleh pemilik deposito.7 

Berdasarkan uraian di atas, telah dijelaskan secara singkat dan 

sederhana, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : 

Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Gadai Deposito Berjangka pada PT. 

                                                                  
 7 Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013, hal 13. 
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Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Palembang Kantor Wilayah II 

B. Permasalahan 

1. Bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan gadai Deposito Berjangka pada 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri KCP Palembang Kanwil II? 

2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam 

pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian mengenai deposito 

berjangka sebagai jaminan atas perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk. Mandiri KCP Palembang Kanwil II ditinjau dari Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dengan mengambil lokasi penelitian di PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. Mandiri KCP Palembang Kanwil II dan tidak menutup 

kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan 

permasalahan. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui : 

1. Pelaksanaan pengikatan jaminan gadai Deposito Berjangka pada PT. Bank 

Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri KCP Palembang Kanwil II. 

2. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran 

khususnya bagi hukum perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada 

Almamater. 
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D. Kerangka Konseptual 

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa : 

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus 

yang akan diteliti. Konsep merupkan salah satu unsur kontrit dari teori. Namun 

demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan 

jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil 

misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional 

mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variable sehingga 

data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh, judul skripsi: 

“Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, maka dalam definisi 

operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; 

penggelapan, calon haji, ibadah haji.8 

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu 

dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah 

yang terkait dengan permasalahan antara lain :9 

1. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah 

secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang 

diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan 

guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan. 

2. Pengikatan sebagai perjanjian pendahuluan dari maksud utama para pihak 

untuk melakukan perjanjian atau jual beli. 

3. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau 

janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak 

terpenuhi. 

4. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu 

barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau 

oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada 

si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara 

didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan 

kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah 

                                                                  
8 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020, hal 5. 
9 Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 

235. 
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dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, 

biaya-biaya mana yang harus didahulukan. 

5. Deposito berjangka adalah simpanan berjangka yang diterbitkan atas 

nama, tidak dapat diperjualbelikan, dan penarikannya disesuaikan dengan 

jangka waktu tertentu. Kepada setiap deposan diberikan bunga yang 

besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito dapat 

dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai 

jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun non 

tunai (pemindahhan bukuan). Kepada setiap deposan dikenakan pajak 

terhadap bunga yang diterimanya. Penarikan deposito sebelum jatuh 

tempo untuk bank tertentu dikenakan penalty rate (denda).10 

6. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit danatau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak.11 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan sifat penelitian 

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini 

tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan 

menggambarkan pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito 

berjangka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri KCP Palembang 

Kanwil II, sehingga tidak menguji hipotesa. 

2. Jenis data 

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder dan data primer. 

3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara: 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

                                                                  
10 Ibid, hal 223 
11 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, hal 2. 
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Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data 

sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-

undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, 

makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan 

hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, kamus Bahasa 

Belanda, Kamus hukum, ensiklopedia, data statistik), yang relevan 

dengan permasalahan penelitian ini. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan 

observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain 

pejabat terkait perjanjian kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

Mandiri KCP Palembang Kanwil II. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data 

yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara 

kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup  

dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum mengenai 

perbankan, keuntungan dan kelemahan deposito berjangka pada 

bank, jaminan gadai, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa. 

BAB III  Pembahasan 

Pada bab ini membahas mengenai pelaksanaan pengikatan jaminan 

gadai Deposito Berjangka pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

Mandiri KCP Palembang Kanwil II dan penyelesaian wanprestasi 

yang dilakukan oleh Debitur. 

BAB IV Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 
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